
 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR 62 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4682); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong 

Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong 

Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Nomor 182); 

 



~ 3 ~ 
 

 

9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 

Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 

23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2020 Nomor 38); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten Kayong Utara. 

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong 

Utara. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah. 
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7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat 

Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai 

bendahara umum daerah. 

10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 

terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 

keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur 

yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

12. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara 

Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat 

Pengelola BLUD dan Staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, 

kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing. 

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut PPK-

BLUD Puskesmas adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilias berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 

yang sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 



~ 5 ~ 
 

 

BAB II 

POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan dokumen Pola Tata Kelola BLUD 

Puskesmas. 

(2) Dokumen Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Siduk; 

b. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Sukadana; 

c. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Teluk Melano; 

d. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Matan Jaya; 

e. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Sungai Paduan; 

f. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Teluk Batang; 

g. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Telaga Arum; 

h. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Satai; 

i. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Dusun Besar; dan 

j. tata kelola BLUD UPTD Puskesmas Pelapis. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA POLA TATA KELOLA BLUD 

 

Pasal 3 

Dokumen Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a.  BAB I : PENDAHULUAN 

b.  BAB II : KELEMBAGAAN 

c.  BAB III : PENUTUP 

 

Pasal 4 

Isi dan uraian dokumen Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 

 

 
 

 Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal  21 November 2022 
 

BUPATI KAYONG UTARA, 
 
              TTD 
 
 

CITRA DUANI 
 
 

 
 

 

 

 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal  21 November 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, 
 

        TTD 
 
HILARIA YUSNANI 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 62 
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